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MOTTO 

 

“Selsungguhnya Allah Tidak Melngubah Keladaan Suatu Kaum Hingga Melrelka 

Melngubah Apa Yang Ada Pada Diri Melrelka” 

(Q.S.Ar-Ra’d/13:11) 
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ABSTRAK 

 

Arisman Ridarwana, (2025): Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 138 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqh 

Siyasah. 

 

Pelnellitian ini dilatarbellakangi kurang maksimalnya Pelnelrtiban Layanan 

Parkir Di Kota Pelkanbaru Belrdasarkan Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 138 

Tahun 2020 Telntang Pelnyellelnggaraan Pelmarkiran. Adapun pokok pelrmasalahan 

pelnellitian ini adalah; (1) Bagaimana pelnelrtiban yang dilakukan pelmelrintah 

telrhadap layanan parkir di kota pelkanbaru, (2) Bagaimana faktor pelnghambat 

pelnelrtiban layanan parkir di kota pelkanbaru, (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah 

telrhadap pelnelrtiban layanan parkir di Kota Pelkanbaru. 

Jelnis pelnellitian ini adalah pelnellitian lapangan (fielld relselarch) yaitu 

pelnellitian yang pelngumpulan datanya dilakukan di lapangan yang dipelrolelh dari 

informan dan objelk pelnellitian. Data primelr dipelrolelh dari selluruh jumlah populasi 

selbanyak 13 orang yang telrdiri dari 1 orang kelpala Dinas, 1 orang kelpala UPTD 

(unit pellaksana telknis daelrah) Parkir, 1 orang koordinator lapangan dan 5 orang 

juru parkir dan data selkundelr dipelrolelh dari Pelraturan Walikota Pelkanbaru 

Nomor 138 Tahun 2020 Telntang Pelnyelle lnggaraan Pelmarkiran, dan arsip 

dokumeln. Telknik pelngumpulan data delngan obselrvasi, wawancara, dan 

dokumelntasi. Seldangkan telknik analisis data selcara delskriptif kualitatif. 

Hasil pelnellitian ini adalah bahwa Pelnelrtiban Layanan Parkir di Kota 

Pelkanbaru sudah selsuai delngan Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 138 Tahun 

2020 Telntang Pelnye llelnggaraan Pelrparkiran, akan teltapi bellum maksimal. Upaya 

Pelnelrtiban Layanan Parkir Di Kota Pelkanbaru dilakukan delngan cara; (1) 

pelnelntuan arela parkir, pelnelgakan arela parkir, (2) pellaksanaan pelnelrtiban arela 

parkir, (3) Pelrlelngkapan dan pelralatan pelnelrtiban layanan parkir. Faktor 

pelnghambatnya belrupa; (1) biaya opelrasional, (2) keltelrbatasan pelrsonil, (3) 

kurangnya kelsadaran masyarakat, (4) Sanksi Pelrda yang telrlalu ringan. Melnurut 

pelrspelktif fiqh siyasah Pelnelrtiban Layanan Parkir Di Kota Pelkanbaru juga sudah 

selsuai, yaitu; (1) Maslahah Mursalah (Kelmaslahatan yang Tidak Telksual Tapi 

Rellelvan), (2) Melnjaga Keltelrtiban dan Kelsellamatan Publik, (3) Melncelgah 

Pungutan Liar dan Pelnyalahgunaan Welwelnang, (4) Melndukung E Lkonomi dan 

Pellayanan Umum, (5) Melnjaga E Lsteltika dan Wibawa Kota, (6) Adalah (Keladilan 

dan Amanah dalam Pelngellolaan Fasilitas Umum, (7) Pelrlindungan telrhadap Harta 

Publik (Mal al-‘Ammah) 

 

Kata Kunci: Layanan Parkir,Kota Pekanbaru, Fiqh Siyasah  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pelngalihan huruf Arab-Indonelsia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Kelputusan Belrsama (SKB) Melntelri Agama dan Melntelri Pelndidikan dan 

Kelbudayaan Relpublik Indonelsia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, selbagaimana yang telrtelra dalam buku Peldoman Translitelrasi 

Bahasa Arab (A Guidel to Arabi Translitelration), INIS Felllow 1992. 

A. Konsonan 

HurufArab Nama HurufLatin Nama 

 - Alif ا
- 

 Ba’ B ب
Bel 

 Ta’ T ت
Tel 

 Ṡa’ Ṡ ث
E Lsdelngantitikdiatas 

 Jim J ج
Jel 

 Ḥa’ Ḥ ح
Hadelngantitikdibawah 

 Kha Kh خ
Ka danha 

 Dal D د
Del 

 Żal Ż ذ
Zeltdelngantitikdiatas 

 Ra’ R ر
E Lr 

 Zai Z ز
Zelt 

 Sin S س
E Ls 

 Syin Sy ش
E Lsdanyel 

 Ṣad Ṣ ص
E Lsdelngantitikdibawah 

 Ḍaḍ Ḍ ض
Deldelngantitikdibawah 
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 Ṭa Ṭ ط
Teldelngantitikdibawah 

 Ẓa Ẓ ظ
Zeltdelngantitik dibawah 

 ‘ Ain‘ ع
Komatelrbalik diatas 

 Gain G غ
Gel 

 Fa F ف
Fa 

 Qaf Q ق
Qi 

 Kaf K ك
Ka 

 Lam L ل
E Ll 

 Mim M م
E Lm 

 Nun N ن
E Ln 

 Wau W و
Wel 

 Ha’ H ه
Ha 

 ’ Hamzah ء
Apostrof 

 Ya’ Y ي
Yel 

 

B. Vokal 

VokalbahasaArab,selpelrtivokalbahasaIndonelsia,telrdiriatasvokaltunggalatau

monoftongdanvokalrangkapataudiftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya belrupa tanda atau harakat,translite lrasinya selbagai belrikut: 
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Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya belrupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translitelrasinya belrupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

: Kaifa 

: Haula 

C. Maddah 

Maddah atau vokal yang lambangya belrupa harakat dan huruf,  

translitelrasinya belrupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Contoh : 

: Māta 

: Ramā 

: Qīla 

: Yamūtu 

D. Tā’ Marbūtah( ة ) 

Translitelrasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu tā’ marbūtah yang hidup 

atau melndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, translitelrasinya adalah 

(t]) seldangkan tā’ marbūtah yang mati atau melndapat harakat sukun, 

translitelrasinya adalah (h). 
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Kalau pada kata yang belrakhir delngan tā’ marbūtah diikuti olelh kata yang 

melnggunakan kata sandang al- selrta bacaan keldua kata itu telrpisah, maka tā’ 

marbūtah itu ditranslitelrasikan delngan ha (h)  

Contoh : 

: raudahal-atfāl 

: al-madīnahal-fādilah 

: al-hikmah 

E. Lafz al-Jalālah 

Kata “Allah” yang didahului partikell selpelrti huruf jarrdan huruf lainnya 

atau belrkeldudukan selbagai mudāfilaih (frasa nominal), ditranslitelrasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh : 

: dīnullāh  

: billāh 

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kelpada lafzal-

jalālah, ditelranslitelrasi delngan huruf (t). Contoh: 

: : humfīrahmatillāh 
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lelpas dari dukungan dan do’a dari belrbagai pihak baik selcara langsung maupun 

tidak langsung, untuk itu mellalui karya ilmiah ini pelnulis melngucapkan rasa 

hormat dan telrima kasih kelpada: 

1. Keldua orang tua saya, bapak Suwarno, SEL yang tellah melmbiayai saya sellama 

kuliah dan Ibu Hodariah yang sellalu melnjadi inspirasi dalam hidup saya, selrta 
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kelbelrhasilan pelnulis.  
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Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Dr. Haris 

Simaremare, M.T yang tellah melmbelrikan kelselmpatan kelpada pelnulis untuk 

melnuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum melmpunyai pelranan yang sangat pelnting dalam kelhidupan 

masyarakat karelna hukum melnciptakan keltelrtiban, kelamanan, keladilan selrta 

kelseljahtelraan bagi masyarakat, kelbe lradaan hukum dapat dikaitkan selbagai 

kelbutuhan selcara individu ataupun dalam mellakukan intelraksi delngan orang 

lain.  

Saat ini Kota Pelkanbaru sudah mulai melningkat dalam selgi elkonomi 

dan jumlah pelnduduknya, seljalan delngan pelrkelmbangan elkonomi dan jumlah 

pelnduduk yang melningkat, kelbutuhan akan kelndaraan pribadi juga selmakin 

melningkat juga.  

Selhingga melngakibatkan tingginya arus kelndaraan dijalan raya dan 

melningkatkan kelbutuhan akan lahan parkir, kondisi ini melnuntut pelmelrintah 

kota pelkanbaru untuk dapat me lmbelrikan fasilitas, sarana dan prasarana dalam 

pelngaturan arus kelndaraan selrta melmbelrikan jasa pellayanan parkir yang layak 

bagi warga Kota Pelkanbaru, agar tidak ada telrjadinya parkir liar.  

Bagi melrelka yang melmiliki kelndaraan pastinya pelrnah melnggunakan 

sarana parkir. Parkir juga diartikan selbagai suatu keladaan tidak belrgelrak suatu 

kelndaraan yang tidak belrsifat selmelntara. 1 Telrkadang, masyarakat yang 

mellakukan parkir liar belrdalih hanya belrhelnti selbelntar, ada pelrbeldaan antara 

parkir dan belrhelnti. Parkir melnurut Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 138 

                                                             
1David M.L Tobing, Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen (Jakarta: PT Timpani 

Agung, 2007), h.1. 
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Tahun 2020 Telntang Pelnyellelnggaraan Pelrparkiran pada Pasal 1 ayat (12) 

parkir adalah keladaan belrhelnti atau tidak belrgelrak untuk belbelrapa saat baik 

ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pelngelmudinya.2 Dan melnurut Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (15) melngatakan bahwa 

parkir adalah keladaan belrhelnti atau tidak belrgelrak untuk belbelrapa saat dan 

ditinggalkan pelngelmudinya. 3 Selmelntara belrhelnti melnurut Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (16) melngatakan belrhelnti adalah 

keladaan tidak belrgelrak untuk selmelntara dan tidak ditinggalkan 

pelngelmudinya. 4 Dari pelnjellasan ini sudah dapat dibeldakan antara parkir 

delngan belrhelnti.  

Kawasan parkir tidak selrta melrta dapat diseldiakan di selmbarang 

telmpat atau mellelbihi kapasitas yang tellah ditelntukan pelmelrintah daelrah, hal 

ini melmelrlukan kajian yang melndalam agar dampak dari parkir telrselbut tidak 

melngganggu keltelrtiban umum. Dan juga kawasan parkir juga pe lrlu diseldiakan 

juru parkir relsmi yang bisa melngarahkan kelndaraan agar teltap rapi, dan tidak 

melngganggu arus lalu lintas jalan umum delmi kelamanan dan kelnyamanan 

belrsama.5 

Pelrsoalan baru melngelnai transportasi yang umum dihadapi olelh seltiap 

kota belsar yang ada di Indonelsia, karelna pelrsoalan transportasi ini tidak akan 

                                                             
2“Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 

Perparkiran”, Pasal 1 ayat 12. 
3“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, 

Pasal 1 ayat 15. 
4Ibid 
5Septiani Wulandari, “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada 

Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda,” Ejournal Administrasi Negara,Vol.3, no. 1 (2015): h.5. 
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sellelsai tuntas dan sellalu hadir melmbayangi pelrkelmbangan suatu daelrah 

pelrkotaan, upaya untuk melngatasi pelrsoalan ini khususnya pelngadaan sarana 

dan prasarana selring dihadapkan pada pelrmasalahan minimnya lahan parkir di 

Kota. Jumlah pelnduduk yang melnelmpati lahan kota selmakin melningkat dan 

melnyelbabkan minimnya lahan parkir yang telrseldia.6 

Belbelrapa pelmilik kelndaraan, khususnya Kota Pelkanbaru, banyak juga 

yang lelbih suka melnggunakan angkutan umum karelna kelbijakan tarif reltribusi 

parkir yang tinggi, keltiadaan fasilitas telmpat parkir umum yang melnyelbabkan 

kawasan telrtelntu dalam kota melnjadi telmpat parkir yang belrarti melngurangi 

lelbar elfelktif jalan dan delngan selndirinya melnurunkan ruang jalan yang 

belrsangkutan, akibat sellanjutnya adalah kelmaceltan lalu lintas. Dan 

kelbelradaan tukang parkir liar yang juga melnjadi keltakutan telrselndiri bagi para 

pelmilik kelndaraan.7 

Salah satu pelnyelbab selring telrjadinya parkir liar adalah kurangnya 

lahan yang diseldiakan olelh pelmelrintah dan pelngellolaan parkir yang kurang 

baik. Selpelrti contohnya jalan yang kurang lelbar di telmpat–telmpat 

pelrbellanjaan, yang melmbuat masyarakat susah untuk melmarkirkan kelndaraan 

melrelka di lahan yang telrseldia. Hal ini dapat melnyelbabkan kelmaceltan dan 

                                                             
6Ruchat Djayadi Putra, “Analisis Sistem Perpakiran Dan Pengembangan Jaringan 

Transportasi,” Jurnal Unika SOEGIJAPRAN,AVol.1, no. 1 (2004): h.1. 
7Swardjoko P.Warpani, Pengelolahan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Bandung: ITB, 2002), 

h.122. 
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juga polusi udara dikarelnakan banyaknya kelndaraan yang telrjelbak kelmaceltan 

olelh kelbelradaan parkir liar yang melmakan badan jalan.8 

Aturan melngelnai parkir ini diatur dalam dalam Pasal 106 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: huruf el yang belrbunyi seltiap orang 

yang melngelmudikan kelndaraan belrmotor wajib melmatuhi keltelntuan, huruf el : 

belrhelnti dan parkir, dan jika ada yang mellanggar akan dikelnakan sanksi 

telrhadap Pellanggar parkir liar, selbagaimana tellah diatur dalam Pasal 287 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Telntang Lalu Lintas belrupa sanksi 

pidana kurungan atau delnda.”9 

Untuk paturan di Kota Pelkanbaru yaitu Pelraturan Daelrah Kota 

Pelkanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Telntang Reltribusi Parkir Di Telpi Jalan 

Umum, pada Pasal 2 yang belrbunyi “Delngan nama reltribusi pellayanan parkir 

ditelpi jalan umum dipungut reltribusi selbagai pelmbayaran atas pellayanan 

pelnyeldiaan telmpat parkir ditelpi jalan umum”. Dan Pasal 3 yang belrbunyi: 

1. Objelk reltribusi selbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelnyeldiaan 

pellayanan parkir ditelpi jalan umum yang ditelntukan olelh pelmelrintah 

daelrah selsuai delngan keltelntuan pelraturan Pelrundang-undangan.  

2. Pellayanan selbagaimana dimaksud ayat (1) melliputi : 

a. Pelngaturan, 

b. pelnataan/pelnelmpatan; dan 

                                                             
8Rihan Varizi dan Talbani Farlian, “Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan 

Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh,” Jim Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Unsyah,Vol. 4, no. 3 (2019): 273–280. 
9“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, 

pasal 106 ayat 4 dan pasal 287 ayat 3. 
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c. pelnelrtiban.  

3. Pellayanan selbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan olelh dan 

melnjadi tanggung jawab pelmungut reltribusi.10 

Dan Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Telntang 

Pelnyellelnggaraan Pelrparkiran pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang belrbunyi “ 1. 

Pelnyellelnggaraan Pelrparkiran dilaksanakan olelh Pelmelrintah Daelrah.2. 

Pelnyellelnggaraan parkir selbagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

disellelnggarakan selcara teltap dan insidelntal.”   

Ada pelrbeldaan antara reltribusi delngan pajak. Melnurut Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 Telntang Pelrubahan atas Undang-undang Relpublik 

Indonelsia Nomor 18 Tahun 1997 Telntang Pajak dan Reltribusi Daelrah, pada 

Pasal 1 ayat (26) reltribusi adalah pungutan daelrah selbagai pelmbayaran atas 

jasa atau pelmbelrian izin telrtelntu yang khusus diseldiakan dan/atau dibelrikan 

olelh pelmelrintah daelrah untuk kelpelntingan orang pribadi atau 

badan.11Selmelntara melnurut Prof.Dr.PJA.Adriani pajak adalah iuran kelpada 

nelgara yang dapat dipaksakan yang telrutang olelh yang wajib melmbayarnya 

melnurut pelraturan Pelrundang-undangan delngan tidak dapat prelstasi kelmbali, 

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk melmbiayai 

pelngelluaran-pelngelluaran umum belrhubungan delngan tugas pelmelrintah.12 

                                                             
10“Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi 

Jalan Umum”, pasal 2&3. 
11“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah” (n.d.). 
12H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Depok: Rajawali Pers, 2019), Ed. 1 Cet. 13, h.23. 
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Saat ini untuk pellayanan Parkir di pelkanbaru tidak lagi melnggunakan 

Reltribusi, dan diganti delngan Tarif  layanan parkir, yaitu imbalan atas jasa 

layanan parkir yang dijual dan diteltapkan dalam belntuk tarif yang disusun atas 

dasar pelrhitungan biaya pelr unit layanan atau hasil pelr invelstasi dana. 

Keltelntuan ini diatur dalam Pelraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 

Telntang Pelnye llelnggaraan Pelrparkiran pada Pasal 1 angka 21.  

Kota Pelkanbaru melmpunyai instansi untuk me lngurus dan melngawasi 

masalah parkir yang mana Instansi Pelmelrintah telrselbut adalah Dinas 

Pelrhubungan yaitu bagian Unit Pellaksana Telknis atau UPT Pelrparkiran, 

dimana objelk yang diawasi olelh Pellaksana Telknis UPT Pelrparkiran telrselbut 

melliputi sarana dan prasarana pelrparkiran, koordinator parkir, juru parkir, dan 

lokasi pelrparkiran. Untuk melme lnuhi kelbutuhan fasilitas pelrparkiran maka 

pada kawasan-kawasan telrtelntu dapat diseldiakan fasilitas parkir untuk umum 

yang diusahakan selbagai suatu kelgiatan usaha yang belrdiri selndiri delngan 

melmungut bayaran. Fasilitas telrselbut dapat belrupa geldung parkir dan taman 

parkir. Pelnyeldian fasilitas parkir ini dapat pula melrupakan pelnunjang kelgiatan 

ataupun bagian yang tidak telrpisahkan dari kelgiatan pokok misalnya geldung 

pelrtokoan ataupun pelrkantoran. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat 

diklasifikasikan melnjadi dua macam yaitu: parkir di jalan (on strelelt parking) 

dan parkir di luar jalan (off strelelt parking). 

Salah satu contoh kasus yang telrjadi di jalan Soelkarna Hatta Pelkanbaru 

telpatnya di delpan pasar pagi arelngka yang parkirnya sudah melnyalahi aturan 

yang ada, karna banyak melmakirkan kelndaraannya di badan jalan pasar pagi 
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arelngka. Tak hanya di pinggir jalan biasa, bahkan kelndaraan ada yang 

diparkirkan di flayovelr.Yang dimana selbelnarnya lokasi parkir itu malah 

dipakai untuk belrjualan. 

Di dalam tinjauan fiqh siyasah, pelrmasalahan ini juga dikaji dalam hukum 

Islam yang mana pelrmasalahan layanan parkir ini ada kaitannya delngan Q.S 

An-Nisaa ayat 59 dan Q.S Al-Anfal ayat 46: 

ٰٓايَُّهَا ا الَّذِيْنََ ي  مَنوُْٰٓ سُوْلََ وَاطَِيْعوُا اٰللََّ اطَِيْعوُا ا   اٰللَِّ الِىَ فرَُدُّوْهَُ شَيْءَ  فِيَْ تنََازَعْتمَُْ فاَِنَْ مِنْكُمَْ  الَْْمْرَِ وَاوُلِى الرَّ
سُوْلَِ خِرِ َ وَالْيَوْمَِ باِلٰلَِّ تؤُْمِنوُْنََ كنُْتمَُْ انَِْ وَالرَّ لِكََ الْْ    ٥٩ ࣖ تأَوِْيْلًَ احَْسَنَُوََّ خَيْرَ  ذ 

Artinya :Hai orang-orang yang belriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kelmudian jika kamu belrlainan 

Pelndapat telntang selsuatu, Maka kelmbalikanlah ia kelpada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu belnar-belnar belriman kelpada 

Allah dan hari kelmudian. yang delmikian itu lelbih utama (bagimu) dan 

lelbih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59) 

 ٤٦ الصٰبرِِيْنََ  مَعََ اٰللََّ انََِّ وَاصْبرُِوْاَ  رِيْحُكُمَْ وَتذَْهَبََ فتَفَْشَلوُْا تنَاَزَعُوْا وَلََْ وَرَسُوْلَهَ  اٰللََّ وَاطَِيْعوُا

Artinya :Dan taatlah kelpada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 

belrbantah-bantahan, yang melnyelbabkan kamu melnjadi gelntar dan hilang 

kelkuatanmu dan belrsabarlah. Selsungguhnya Allah belselrta orang-orang 

yang sabar. (Q.S Al-Anfal : 46) 

Ayat-ayat di atas tidak hanya melngandung pelsan moral dan nilai-nilai 

mulia yang harus diikuti olelh selmua orang yang belragama Islam, teltapi juga 

melmiliki tafsir politik yang sangat kuat dan melndalam telntang prinsip dasar 

konstitusi nelgara yang belrkontribusi pada politik Islam.Ayat-ayat ini 

melnunjukkan bahwa Al-Qur'an melngandung nilai-nilai yang univelrsal dan 

komprelhelnsif. Nilai-nilai ini tidak hanya melngatur hubungan manusia delngan 

Tuhannya, teltapi juga melngatur cara melrelka belrintelraksi satu sama lain 

dalam lingkup institusi nelgara yang belragam. Dari diskusi ayat-ayat ini, kita 

selbagai warga nelgara diharuskan untuk melmatuhi undang-undang nelgara dan 
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belrmuamalah delngan baik, selsuai de lngan konstitusi. Jadi, apapun jelnis 

pelkelrjaan yang belrkaitan delngan warga nelgara harus selsuai delngan pelraturan 

yang ada.Dalam hal ini, orang yang parkir di telpi jalan umum harus 

melngikuti pelraturan nelgara untuk melncelgah pellanggaran dan pelnyimpangan 

pelraturan baik di tingkat nelgara maupun masyarakat. 

Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Telntang 

Pelnyellelnggaraan Pelrparkiran tellah dibelrlakukan, teltapi hingga selkarang 

masih telrlihat bahkan masih banyak kelndaraan yang parkir di pinggir jalan 

yang jellas-jellas ada marka dilarang parkir. Akan teltapi tidak selmua badan 

jalan yang dilarang parkir, ada juga belbelrapa badan jalan yang melmang ole lh 

pelmelrintah dijadikan telmpat untuk parkir kelndaraan.  

Banyaknya telrjadi pellanggaran parkir liar ini diselbabkan olelh belbelrapa 

faktor antara lain bellum maksimalnya pelraturan untuk melnangani masalah 

pellanggaran parkir dan tukang parkir tidak relsmi, bellum maksimalnya 

pelnelgak hukum dalam me lnjalankan pelraturan telrselbut, dan masih relndahnya 

sanksi selhingga bellum me lnimbulkan elfelk jelra bagi para pellanggar parkir 

liar.   

Pelnelgakan hukum melrupakan suatu prosels untuk melwujudkan 

kelinginan hukum melnjadi kelnyataan, yang dimaksud selbagai kelinginan-

kelinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pelmbuat 

Undang-undang yang dirumuskan dalam pelraturan-pelraturan hukum itu. Lalu 

melngelnai prosels pelnelgakan hukum ini melnjangkau hingga kelpada 
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pelmbuatan hukum, pelrumusan pikiran pelmbuat Undang-undang (hukum) 

yang dituangkan dalam pelraturan hukum akan turut melnelntukan bagaimana 

pelnelgakan hukum itu dijalankan.13 

Fasilitas pelrparkiran yang diseldiakan Pelmelrintah Kota Pelkanbaru tidak 

selbanding delngan pelrtumbuhan jumlah kelndaraan belrmotor yang ada di Kota 

Pelkanbaru.Tidak hanya itu banyaknya telmpat umum yang tidak melmiliki 

cukup lahan parkir yang melnyelbabkan banyaknya badan jalan yang dijadikan 

lahan parkir dadakan.14 

Delngan delmikian, seltiap kelbijakan yang tellah disahkan dan diteltapkan 

selcara hukum harus ditelrapkan selbaik mungkin untuk melncapai tujuan 

kelbijakan dan kelmaslahatan umum. Untuk melncapai tujuan dan dampak yang 

diinginkan, kelbijakan publik harus dilaksanakan selgelra.Hal ini juga 

dipelrlukan untuk melngelvaluasi apakah pellaksanaannya sudah belrjalan selsuai 

aturan atau selbaliknya. 

Latar bellakang diatas melmbuat pelnulis telrtarik untuk melndalami lelbih 

lanjut masalah pellaksanaan layanan parkir telrselbut, yang hasilnya dituangkan 

dalam selbuah skripsi delngan judul “Penertiban Layanan Parkir Di Kota 

Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 

Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemarkiran Perspektif Fiqh 

Siyasah”. 

                                                             
13Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), h.24. 
14Yuke Nurhasni, “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru,” Jom VITIP 2, no. 2 (2015). 
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B. Batasan Masalah 

Agar pelnellitian ini lelbih telrarah dan tidak melnyimpang dari topik yang 

dibahas maka dalam hal ini pelnulis melmbatasi pelnellitian ini telntang 

Pelnelrtiban Layanan Parkir di Kota Pelkanbaru Belrdasarkan Pelraturan 

Walikota Nomor 138 Tahun 2020 Telntang Pelnyellelnggaraan Pelrpakiran, 

khususnya Unit Pellaksana Telknis Daelrah Parkir pada tahun 2024 selbagai 

salah satu fungsi pelmelrintahan kota yang belrselntuhan langsung delngan 

masyarakat.Faktor pelnghambat pelnelrtiban telrhadap pellaku layanan parkir di 

Kota Pelkanbaru telrkhususnya di Pasar Pagi Arelngka jalan Soelkarno Hatta. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar bellakang telrselbut pelnulis melnelmukan pelrmasalahan yang 

akan ditelliti yaitu:  

1. Bagaimana pelnelrtiban yang dilakukan pelme lrintah telrhadap layanan parkir 

di kota pelkanbaru belrdasarkan pelraturan walikota pelkanbaru nomor 138 

tahun 2020 telntang pelnyellelnggaraan pelrpakiran?  

2. Bagaimana faktor pelnghambat pelnelrtiban layanan parkir di kota 

pelkanbaru belrdasarkan pelraturan walikota pelkanbaru nomor 138 tahun 

2020 telntang pelnye llelnggaraan pelrpakiran? 

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah telrhadap pelnelrtiban layanan parkir di 

kota pelkanbaru belrdasarkan pelraturan walikota pelkanbaru nomor 138 

tahun 2020 telntang pelnyellelnggaraan pelrpakiran?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Pelnellitian 
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Belrkaitan delngan pelrmasalahan yangakan dikaji dikelmukakan 

tujuanpelnellitian: 

a. Untuk melnjellaskan bagaimana pelnelrtiban layanan parkir di kota 

pelkanbaru belrdasarkan pelraturan walikota pelkanbaru nomor 138 tahun 

2020 telntang pelnye llelnggaraan pelrpakiran. 

b. Untuk melnjellaskan apakah faktor pelnghambat dalam pelnelrtiban layanan 

parkir di kota pelkanbaru belrdasarkan pelraturan walikota pelkanbaru nomor 

138 tahun 2020 telntang pelnye llelnggaraan pelrpakiran. 

c. Untuk melnjellaskan bagaimana tinjauan fiqh siyasah telrhadap pelnelrtiban 

layanan parkir di kota pelkanbaru belrdasarkan pelraturan walikota 

pelkanbaru nomor 138 tahun 2020 telntang pelnyellelnggaraan pelrpakiran. 

2. Manfaat Pelnellitian 

Hasil pe lnellitian diharapkan dapat melmbelrikan manfaat teloritis maupun 

praktis, yaitu:  

a. Selbagai syarat bagi pelnulis untuk melnyellelsaikan studi dan program Strata 

1 (S1) dan melmpelrolelh gellar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum 

Tata Nelgara Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

b. Untuk melnambah pelngeltahuan telntang pelnelrtiban layanan parkir di kota 

pelkanbaru belrdasarkan pelraturan walikota pelkanbaru nomor 138 tahun 

2020 telntang pelnye llelnggaraan pelrpakiran. 

c. Bagi masyarakat dan instansi telrkait, untuk melngeltahui akibat dan sangsi 

yang akan ditelrima dari parkir liar dan melnjadi tukang parkir tidak relsmi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Retribusi 

Reltribusi adalah pelmbayaran wajib dari pelnduduk kelpada Nelgara 

karelna adanya jasa telrtelntu yang dibelrikan olelh Nelgara bagi pelnduduknya 

selcara pelrorangan.Jasa telrselbut dapat dikatakan belrsifat langsung, yaitu hanya 

yang melmbayar reltribusi yang melnikmati balas jasa dari Nelgara.15 

Reltribusi daelrah adalah pungutan daelrah selbagai pelmbayaran atas jasa 

atau pelmbelrian izin telrtelntu yang khusus diseldiakan dan atau dibelrikan ole lh 

pelmelrintah daelrah untuk kelpelntingan orang pribadi atau badan.16 

Reltribusi daelrah melrupakan salah satu pelndapatan asli daelrah yang 

diharapkan dapat melnjadi salah satu sumbelr pelmbiayaan pelnyellelnggaraan 

pelmelrintahan dan juga pelmbangunan daelrah, untuk dapat melningkatkan selrta 

melmelratakan kelseljahtelraan masyarakat. 

Daelrah provinsi, kabupateln dan kota dibelri pelluang dalam 

melningkatkan potelnsi sumbelr keluangan mellalui pelneltapan jelnis reltribusi 

sellain dari yang tellah diteltapkan telrselbut, selpanjang melmelnuhi kritelria yang 

tellah diteltapkan dan juga selsuai delngan aspirasi masyarakat.17 

Selbagaimana keltelntuan pelrundang-undangan di Indonelsia saat ini, 

pelnarikan reltribusi hanya dapat dipungut olelh pelmelrintah daelrah.Jadi, 

                                                             
15Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), h.5. 
16“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” (n.d.), Pasal 1 ayat 26. 
17Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.63. 
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reltribusi yang dipungut di Indonelsia adalah reltribusi daelrah.Selbagaimana 

pelnjellasan diatas bahwa reltribusi daelrah adalah pungutan daelrah selbagai 

pelmbayaran atas jasa atau pelmbelrian izin telrtelntu yang khusus diseldiakan dan 

atau dibelrikan olelh pelmelrintah daelrah untuk kelpelntingan orang pribadi atau 

badan. Jadi, apabila selselorang ingin melnikmati pellayanan yang tellah 

diseldiakan pelmelrintah daelrah, ia harus melmbayar reltribusi yang tellah 

diteltapkan selsuai keltelntuan yang tellah belrlaku. 

Belbelrapa ciri-ciri yang mellelkat pada reltribusi daelrah yang saat ini 

dipungut di Indonelsia adalah selbagai belrikut. 

a. Reltribusi melrupakan pungutan yang dipungut belrdasarkan undang-undang 

dan pelraturan daelrah yang belrkelnaan. 

b. Hasil pelnelrimaan reltribusi masuk kel kas pelmelrintah daelrah. 

c. Pihak yang melmbayar reltribusi melndapatkan kontraprelstasi (balas jasa) 

selcara langsung dari pelmelrintah daelrah atas pelmbayaran yang 

dilakukannya. 

d. Reltribusi telrutang apabila ada jasa yang disellelnggarakan olelh pelmelrintah 

daelrah yang dinikmati olelh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikelnakan pada reltribusi adalah sanksi selcara elkonomis, yaitu 

jika tidak melmbayar reltribusi, tidak akan melmpelrolelh jasa yang 

disellelnggarakan olelh pelmelrintah daelrah.18 

 

 

                                                             
18Marihot PahalaSiahaan,Op.Cit, h.6. 
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B. Retribusi Parkir 

Kelgiatan lalu lintas baik yang belrgelrak lurus maupun belrbellok di suatu 

saat akan belrhelnti. Seltiap yang mellakukan pelrjalanan akan sampai pada 

tujuan dan kelndaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan 

pelmiliknya di telmpat parkir. 

Melnurut Pelraturan Daelrah Kota Pelkanbaru No 14 Tahun 2016 telntang 

Reltribusi Parkir di Telpi Jalan Umum.Parkir adalah keladaan tidak belrgelrak 

suatu kelndaraan yang tidak belrsifat selmelntara.Seldangkan reltribusi parkir di 

telpi jalan umum adalah pungutan selbagai pelmbayaran atas pellayanan parkir di 

telpi jalan umum yang diseldiakan, dimiliki dan/atau dikellola olelh Pelmelrintah 

Daelrah.19 

Tata cara pelmungutan reltribusi tellah telrcantum dalam pasal 160 Bab 

IX bagian pelrtama Undang-undang No 28 Tahun 2009 telntang Pajak Daelrah 

dan Reltribusi Daelrah, selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan maka 

Pelmelrintah Daelrah Kota Pelkanbaru melnjellaskan telntang pelmungutan 

reltribusi jasa umum selcara garis belsar dalam Pelraturan Daelrah Kota 

Pelkanbaru No 14 Tahun 2016 telntang Reltribusi Parkir di Telpi Jalan Umum 

Bab VIII telntang Tata Cara Pelmungutan pasal 10 selbagai belrikut: 

Pelmungutan Reltribusi Pellayanan Parkir di Telpi Jalan Umum 

dilaksanakan olelh Dinas. 

Pasal 11 

                                                             
19Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi 

Jalan Umum. 
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1) Reltribusi dipungut delngan melnggunakan SKRD atau dokumeln lain yang 

dipelrsamakan. 

2) Seltiap kali juru parkir mellakukan pelmungutan selbagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka yang belrsangkutan wajib melmbelrikan SKRD atau 

dokumeln lain belrupa karcis parkir yang tellah diporporasi atau yang 

dipelrsamakan delngan itu. 

3) Selluruh pelnelrimaan reltribusi pellayanan parkir di telpi jalan umum harus 

diseltorkan kel Kas Daelrah mellalui Belndahara Pelnelrimaan. 

4) Tata cara pellaksanaan pelmungutan reltribusi diteltapkan lelbih lanjut dalam 

pelraturan Walikota.20 

C. Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Adapun yang melnjadi visi dan misi Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru 

adalah selbagai belrikut : 

Visi Dinas Pe lrhubungan Kota Pelkanbaru: 

“Telrwujudnya Tingkat Kualitas Pe llayanan dan Pe lnye ldiaan Jasa 

Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang le lngkap, melnyelluruh, handal 

dan telrjangkau” 

Misi Dinas Pe lrhubungan Kota Pelkanbaru: 

1. Melningkatkan dan melmbelrdayakan SDM pelrhubungan yang belrkualitas 

dan profelssional. 

                                                             
20Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi 

Jalan Umum. 
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2. Melmpelrbaiki, me lmpelrtahankan, me lningkatkan akse lsibilitas dan tingkat 

kualitas pellayanan pelrhubungan. 

3. Melngusahakan keltelrseldiaan/kelcukupan dan kelhandalan prasarana, sarana, 

dan systelm jaringan transportasi. 

4. Melningkatkan koordinasi pe llayanan dan pe lngawasan ope lrasional 

pelrhubungan.21 

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Belrdasarkan Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 17 Tahun 2008 

telntang rincian tugas, fungsi dan tata kelrja dinas-dinas di lingkungan 

Pelmelrintah Kota Pelkanbaru maka dibawah ini telrcantum Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Pelrhubungan, Komunikasi dan Informatika selrta Unit 

Pellaksana telknis (UPT) adalah selbagai belrikut : 

Kelpala Dinas Pelrhubungan, Komunikasi dan Informatika 

melmpunyai rincian tugas:  

1) Mellaksanakan kelwelnangan daelrah dalam bidang pe lrhubungan, 

komunikasi dan informasi dan tugas pe lmbantuan yang dibe lrikan ole lh 

pelmelrintah.  

2) Melmimpin dan melngkoordinasi selluruh kelgiatan aparat dan staff 

dinas.  

3) Melnyusun relncana dan program bidang pelrhubungan, komunikasi dan 

informasi.  

                                                             
21 Dinas Perhubungan,Profil Dinas Perhubungan, UPT Perparkiran, artikel dari https:// 

dishub.pekanbaru.go.id/profil/. Diakses pada 20 April 2025. 
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4) Melnyusun kelbijakan pellaksanaan pelrhubungan, komunikasi dan 

informasi. 

5) Mellaksanakan koordinasi, pelngelndalian dan pelngawasan selrta 

elvaluasi pellaksanaan tugas bagian selkreltariat, bidang angkutan, 

pelngawasan dan pelngelndalian lalu lintas, kelsellamatan telknik sarana 

dan prasarana, dan kominfo.  

6) Mellaksanakan tugas-tugas lain yang dibelrikan olelh pimpinan selsuai 

delngan tugas dan fungsinya.  

Kelpala Dinas Pelrhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam 

mellaksanakan rincian tugas selbagaimana dimaksud pada pasal 193 

melnyellelnggarakan fungsi. 

1) Pelrumusan kelbijakan telknis di bidang pelrhubungan, komunikasi dan 

informatika.  

2) Pelnyellelnggaraan urusan pelmelrintahan dan pellayanan umum.  

3) Pelnyusunan relncana kelrja, pelmantauan dan elvaluasi.  

4) Pelmbinaan dan pellaporan.  

5) Pelnyellelnggaraan urusan pelnata usahaan dinas.  

6) Pellaksanaan tugas-tugas lain. 

Dalam mellaksanakan tugas pokok dan fungsi Kelpala Dinas 

pelrhubungan, Komunikasi dan Informatika melmbawahi :  

1) Selkreltaris  

2) Bidang Angkutan  

3) Bidang KTSP (Kelsellamatan Telknik Sarana Prasarana)  
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4) Bidang WASDAL LALIN (Pelngawasan dan Pelngelndalian Lalu 

Lintas)  

5) Bidang KOMINFO (Komunikasi dan Informatika)  

6) UPTD (Unit Pellaksana Telknis Daelrah) Dinas  

7) Kellompok Jabatan Fungsional 

Selkreltaris melmpunyai rincian tugas :  

1) Melmimpin, melnyellelnggarakan kelgiatan administrasi kelpelgawaian, 

umum, pelrlelngkapan, keluangan dan pelnyusunan program dinas.  

2) Melnyusun relncana kelrja dan melmbuat laporan tahunan.  

3) Melngkoordinasikan, me lmbina dan melrumuskan program kelrja 

tahunan di lingkungan dinas.  

4) Melwakili kelpala dinas apabila yang belrsangkutan belrhalangan atau 

tidak belrada di telmpat.  

5) Melngkoordinasikan dan melngarahkan kelgiatan sub bagian-sub bagian. 

6) Melngkoordinasikan, melngarahkan, melmbina dan melrumuskan 

peldoman dan peltunjuk administrasi keluangan, kelpelgawaian, tata 

pelrsuratan, pelrlelngkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan 

dinas. 

7) Mellaporkan pellaksanaan tugas selkreltariat kelpada atasan selcara lisan 

maupun telrtulis. 

8) Melmfasilitasi dan asistelnsi tugas selkreltariat delngan cara konsultasi, 

kunjungan kelrja, sosialisasi dan bimbingan telknis. 
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9) Melngelvaluasi tugas selkreltariat, belrdasarkan informasi, data, laporan 

yang di telrima untuk bahan pelnyelmpurnaan lelbih lanjut.  

Mellaksanakan tugas-tugas lain yang dibelrikan olelh pimpinan selsuai 

delngan tugas dan fungsinya. 

Selkreltariat telrdiri dari :  

1) Sub Bagian Kelpelgawaian, umum dan Pelrlelngkapan.  

2) Sub Bagian Keluangan.  

3) Sub Bagian Pelnyusunan Program. 

Bidang pelngawasan pelngelndalian lain melmpunyai rincian tugas:  

1) Melngkoordinasikan, melmbina dan melrumuskan peldoman dan 

peltunjuk tatalaksana administrasi bidang pelngawasan dan 

pelngelndalian opelrasional.  

2) Melngkoordinasi, melmbina dan melrumuskan seltiap kelgiatan di bidang 

pelngawasan dan pelngelndalian opelrasional.  

3) Melngkoordinasikan, melmbina dan melrumuskan pellayanan dan 

pelngaturan kinelrja bidang pelngawasan dan pelngelndalian 

opelrasional.  

4) Melngkoordinasikan, melmbina dan melrumuskan laporan-laporan 

bidang pelngawasan dan pelngelndalian opelrasional.  

5) Melngkoordinasikan, melmbina dan melrumuskan tugas-tugas 

manajelmeln dan relkayasa lalu lintas selrta pelngawasan dan 

pelngelndalian opelrasional angkutan jalan, pelrairan dan udara.  
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6) Mellaksanakan tugas-tugas lain yang dibelrikan olelh pimpinan selsuai 

delngan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pelngawasan pelngelndalian Lalin telrdiri dari :  

1) Selksi pelngawasan dan pelngelndalian lalu lintas jalan.  

2) Selksi manajelmeln dan relkayasa lalu lintas.  

3) Selksi pelngawasan dan pelngelndalian lalu lintas pelrairan dan udara.  

Adapun Selksi Pelngawasan dan Pelngelndalian Lalu Lintas Jalan, yaitu: 

1) Mellaksanakan Pelmelriksaan Kelndaraan di Jalan selsuai 

Kelwelnangannya.  

2) Pellaksanaan Pelnyidikan Pellanggaran PE LRDA (Pelraturan Daelrah) di 

bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Pelmelnuhan 

Pelrsyaratan Telknis dan Laik Jalan, Pellanggaran Keltelntuan Pelngujian 

Belrkala dan Pelrizinan Angkutan Umum. 

3) Mellaksanakan Pelngawasan dan Pelngelndalian Opelrasional telrhadap 

Pelnggunaan Jalan sellain untuk Kelpelntingan Lalu Lintas di Jalan dalam 

Kota.  

4) Mellakukan pelngawalan telrhadap kelndaraan yang melmiliki hak utama 

pelnggunaan jalan untuk kellancaran lalu lintas.  

5) Melrumuskan dan mellaksanakan pelngawasan pelngangkutan bahan dan 

atau barang belrbahaya lintas darat.  

6) Mellakukan Pelngawasan, pelngelndalian, dan Pelngamanan Lalulintas di 

ruas-ruas, pelrsimpangan jalan, dan pos-pos pelngawasan pelngelndalian 

dalam kota.  
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7) Melnyiapkan dan melnyampaikan laporan kelgiatan di bidang tugasnya. 

Sellanjutnya Funsi UPTD, diantaranya: 

1) UPTD Parkir:  

Melngellola dan melnye llelnggarakan Potelnsi PAD (Pelndapatan Asli 

Daelrah) Reltribusi Parkir di telpi jalan umum dan Pellayananan 

Pelrparkiran 

2) UPTD Telrminal:  

Melngellola dan Melnyellelnggarakan Potelnsi PAD (Pelndapatan Asli 

Daelrah) Reltribusi Telrminal, kelbelrsihan dan pellayanan Telrminal 

3) UPTD PKB (Pelngujian Kelndaraan Belrmotor): 

Melngellola dan Melnyellelnggarakan Potelnsi PAD (Pelndapatan Asli 

Daelrah) Pellayanan pelngujian kelndaraan belrmotor  

4) UPTD Kelpellabuhan:  

Melngellola dan Melnyellelnggarakan Potelnsi PAD (Pelndapatan Asli 

Daelrah) Pellayanan kelpellabuhanan  

5) UPTD PAP (Pelnyellelnggaraan Angkutan Pe lrkotaan): 

Melngellola dan melnyellelnggarakan Bus Belsar bantuan Kelmelnhub RI 

dan Bus air22 

b. Tugas Pokok  UPTD Perparkiran 

Tugas dari Kelpala UPTD Pelrparkiran diantaranya: 

                                                             
22Erita Lintang L,Op.Cit, h.73-76. 
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Kelpala UPTD Pelrparkiran melmpunyai tugas pokok mellaksanakan 

selbagaian tugas Dinas Pelrhubungan di bidang pelrparkiran dan melmpunyai 

fungsi: 

1) Mellaksanakan pelnyusunan relncana kelrja delngan cara melrinci dan 

melnjadwalkan kelgiatan yang akan dilaksananakan. 

2) Mellaksanakan elvaluasi pellaksanaan tugas agar dapat dikeltahui hasil 

yang dicapai dan kelgiatan yang dilaksanakan tellah selsuai delngan 

relncana kelrja delngan cara melmbuat tolak ukur kelbelrhasilan tugas. 

3) Melrumuskan dan mellaksanakan pelnyiapan bahan-bahan yang 

dipelrlukan olelh kelpala dinas dalam melnyusun kelbijakan, program dan 

proseldur kelrja, pelrelncanaan hasil kelrja, peltunjuk telknis dan lapangan. 

4) Melngkoordinasikan sistelm dan tata cara pelngaturan pelrparkiran di 

belrbagai kawasan di Kota Pelkanbaru. 

5) Melnjaga keltelrtiban dan kellancaran lalu lintas pada kawasan parkir. 

6) Mellakukan pelnindakan telrhadap kelndaraan yang mellanggar parkir 

delngan mellaksanakan pelndelrelkan. 

7) Mellaksanakan koordinasi pelngaturan dan pelnyellelnggaraan 

pelrparkiran. 

8) Melngkoordinasikan melkanismel pungutan reltribusi parkir. 

9) Melnyelrahkan hasil pungutan reltribusi parkir kelpada belndahara yang 

kelmudian diseltorkan kel kas daelrah. 

10) Melngupayakan standar pellayanan minimal pada kelgiatan pelrparkiran 
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11) Melnyusun dan melnyampaikan laporan hasil opelrasional 

pelnyellelnggaraan pelrparkiran. 

12) Mellaksankan koordinasi delngan satuan kelrja pelrangkat daelrah dan 

lelmbaga telrkait untuk kellancaran pellaksanaan tugas. m. Mellaksanakan 

tugas-tugas lain yang dibelrikan olelh pimpinan selsuai delngan tugas-

tugasnya. 

Sellanjutnya tugas dari Kelpala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu: 

Kelpala Sub Bagian Tata Usaha melmpunyai tugas melmbantu Kelpala 

UPTD Pelrparkiran delngan mellaksanakan fungsi selbagai belrikut : 

a) Melmbelrikan pellayanan administratif kelpada selmua unsur 

dilingkungan UPTD. 

b) Melnyusun relncana kelrja dan melmbuat laporan. 

c) Melwakili Kelpala UPTD apabila belrsangkutan belrhalangan atau tidak 

belrada ditelmpat. 

d) Mellaksanakan pellayanan urusan dalam pada kantor UPTD. 

e) Melnyusun kelbutuhan pelrbelkalan dan matelri lingkungan UPTD. 

f) Mellaksankan kelgiatan kelbelrsihan, keltelrtiban, kelindahan, kelnyamanan 

ruangan dan halaman selrta pelngaman di lingkungan UPTD. 

g) Mellaksanakan velrifikasi telrhadap pelnelrimaan dan pelngaturan selrta 

pelrtanggungjawaban keluangan. 

h) Mellaksanakan tugas-tugas lain yang dibelrikan olelh pimpinan selsuai 

delngan tugasnya. 
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D. Konsep Fiqh Siyasah 

Kata fiqh belrasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan.Selcara bahasa,"paham 

yang melndalam" adalah delfinisi fiqh.23 "Fiqh telntang selsuatu",melnurut Amir 

Syarifuddin, belrarti melngeltahui batinnya. Dalam Al-Qur'an,kata "faqaha" 

digunakan selbanyak 20 kali untuk melnggambarkan"keldalaman ilmu yang 

dapat diambil manfaat darinya", 19 kali diantaranyamelrujuk pada pelngelrtian 

"ilmu" telntang hukum yang tidak pasti(dzanni).24 

Selmelntara itu, melnurut telrminologis (istilah), delfinisi fiqh adalah: 

  التفصيلية أدلتها من المكتسب العملية الشرعية الأحكام

Delfinisi di atas melndelfinisikan hukum syar'i selbagai selgala pelrbuatan 

yang dibelri hukuman selndiri dan diambil dari syari'at yang dibawa olelh Nabi 

Muhammad SAW.Kata "amali" digunakan untuk melnjellaskan bahwa bidang 

pelnellitian ini hanya melmbahas pelrbuatan mukallaf (‘amaliyah) dan tidak 

melncakup kelyakinan atau iktikad mukallaf itu selndiri. Dalam hal dalil-dalil 

telrpelrinci, kata "at-tafshili" melngacu pada dalil-dalil yang ditelmukan dan 

ditunjukkan dalam nash, di mana salah satu pelrsatunya melnunjuk pada hukum 

telrtelntu. Dalam delfinisi lain, fiqh juga diselbut selbagai kolelksi (majmu') hukum 

syari'at yang belrkaitan delngan pelrbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-

dalilnya yang tafshili.25  

Kata "Siyasah" belrasal dari kata "sasa", yang belrarti melngatur, 

melngurus, dan melmelrintah; atau pelmelrintahan politik dan pelmbuatan 

                                                             
23Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h.321. 
24Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Kencana, 2014), h.2. 
25Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.2. 
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kelbijaksanaan. 26 Pelngelrtian selcara kelbahasaan ini melngisyaratkan bahwa 

tujuan siyasah adalah melngatur, melngurus, dan melmbuat kelbijakan atas 

selsuatu yang belrsifat politis untuk melncapai selsuatu.27 

Siyasah secara terminologis merujuk pada kebijakan atau pengaturan 

yang dilakukan oleh otoritas yang sah (ulil amri) dalam kerangka syariah, 

dengan tujuan menegakkan kemaslahatan umum (maslahah) dan mencegah 

kerusakan (mafsadah). Dalam perspektif fiqh siyasah, siyasah tidak semata-

mata terkait dengan praktik kekuasaan, melainkan merupakan instrumen 

normatif untuk mengatur kehidupan masyarakat secara kolektif, menjaga 

keadilan, dan menjamin keteraturan sosial. 28  Kajian lainnya menegaskan 

bahwa siyasah merupakan “pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia 

dalam bernegara.29 Dengan demikian, dalam konteks fiqh siyasah, istilah ini 

menandakan aktivitas tata-kelola dan kebijakan publik yang berlandaskan 

prinsip syariah, yang menyeimbangkan antara kepentingan individu, 

masyarakat, dan negara. 

Belrdasarkan pelngelrtian-pelngelrtian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

fiqh siyasah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang melmbahas 

bagaimana melngatur dan melngelndalikan kelhidupan manusia untuk melncapai 

kelbaikan dan melngatur keladaan belrnelgara. 

                                                             
26Mahmud Yunus,op.cit, h.184. 
27J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 1993), h.21. 
28Maimun, M., & Hakim, D. A.“Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional 

Issues in Indonesia. As-Siyasi,” Journal of Constitutional Law, Vol.3, no.1 (2023): h. 111-130.  
29 Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. “Siyasah 

Syariyah dan Fiqh Siyasah.” MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2, no. 1 (2024): h. 

380-386. 
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Delngan delmikian dapat disimpulkan bahwa fiqh siasah adalah salah 

satu aspelk hukum yang melmbicarakan pelngaturan dan pelngurusan kelhidupan 

manusia dalam belrnelgara delmi melncapai kelmaslahatan bagi umat itu selndiri. 

Selbagai ilmu politik dalam Islam, fiqh siasah belrbicara telntang siapa sumbe lr 

kelkuasaan dan pellaksana kelkuasaan, apa dasar kelkuasaan dan bagaimana cara 

pellaksanaan kelkuasaan dalam melnjalankan kelkuasaan yang dibelrikan 

kelpadanya dan kelpada siapa pellaksana kelkuasaan melmpelrtanggungjawabkan 

kelkuasaannya.30 

Di dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Imam al-Mawardi 

melnyatakan bahwa lingkup kajian fiqh siyasah melncakup kelbijaksanaan 

pelmelrintah telntang siyasah dusturiyyah (pelraturan pelrundang-undangan), 

siyasah maliyyah (elkonomi dan moneltelr), siyasah qadha'iyyah (pelradilan), 

siyasah harbiyyah (hukum pelrang), dan siyasah idariyyah 

(administrasinelgara).31 Imam Ibn Taimiyah, di sisi lain melrangkainya melnjadi 

4 (elmpat) bidang.32Namun, Abdul Wahhab Khallaf melmpelrselmpitnya melnjadi 

3(tiga) bidang saja, yaitu; pelradilan, hubungan intelrnasional, dan keluangan 

nelgara. 

Belrkelnaan objelk pelnellitian fiqh siyasah yang sangat luas, ada belbelrapa 

bidang yang belrbelda yang dikelnal dalam prosels pelngelmbangannya. Salah satu 

                                                             
30Munawir Sadjali, Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: UI 

Press, 1991), h.3. 
31Al-Mawardi, A. H. Ahkam Sulthaniyah: Sistem pemerintahan Khilafah Islam (K. Fath & 

F. Fathurrahman, Trans.; Cetakan I). Jakarta: Qisthi Press,2014. 
32Muhammad Iqbal, KonsepKekuasaan Politik dalam Islam Menurut Ibn Taimiyah 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.13-14. 
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ulama telrkelnal di Indonelsia, Hasbi Ash- Shiddielqy, melmbagi lingkup fiqh 

siyasah melnjadi 8 (dellapan) bidang, yaitu: 

a. Politik Pelmbuatan Pelrundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah) 

a. Politik Hukum (Siyasah Tasyri'iyyah) 

b. Politik Pelradilan (Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah) 

c. Politik E Lkonomi dan Moneltelr (Siyasah Maliyyah) 

d. Politik Administrasi Nelgara (Siyasah Idariyyah) 

e. Politik Hubungan Intelrnasional (Siyasah Dawliyyah Syar'iyyah) 

f. Politik Pellaksanaan Pelrundang-undangan (Siyasah Tanfidziyyah 

Syar'iyyah) 

g. Politik Pelrang (Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah).33 

Melnurut pelrbeldaan pelndapat di atas, fiqh siyasah dapat dibagi 

melnjadi 3 (tiga) bagian utama: 

a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pelrundang-undangan). Bagian ini melncakup 

studi telntang lelmbaga lelgislatif (tasyri'iyyah), lelmbaga yudikatif 

(qadha'iyyah), dan lelmbaga elkselkutif (idariyyah) yang melnangani 

administrasi pelmelrintahan. 

b. Siyasah Dawliyyah (Politik Luar Nelgelri). Bagian ini melmbahas hukum 

pelrdata intelrnasional (as-siyasah al-duali al-khashsh) dan hubungan 

diplomatik antara nelgara muslim dan non-muslim (assiyasah al-duali al-

amm) atau hubungan intelrnasional. Hukum pelrdata intelrnasional 

melmbahas masalah selpelrti jual belli, pelrjanjian, pelrikatan, dan utang 

                                                             
33Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut 

Syariat Islam, 6th ed. (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h.8. 
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piutang yang dilakukan olelhnelgara-nelgara yang belrbelda kelbangsaan. Pada 

bagian ini juga telrdapat politik pelrang (siyasah harbiyyah), yang 

melncakup dasardasar yang melmungkinkan belrpelrang, pelngumumannya, 

eltika belrpelrang, tawanan pelrang, dan gelncatan selnjata. 

c. Siyasah Maliyyah (Politik Keluangan dan Moneltelr).Bagian ini melmbahas 

sumbelr daya keluangan nelgara, pos-pos pelngelluaran dan bellanja nelgara, 

pelrdagangan intelrnasional, kelpelntingan dan hakhak publik, pajak, dan 

pelrbankan.34 

E. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Aselp 

Hidayat, 

Aris 

Munandar, 

Armidiana 

Implelmelntasi 

Kelbijakan 

Pelngellolaan 

Parkir Kota 

Bandung 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan 

bahwa 

implelmelntasi 

kelbijakan 

Pelrwali Nomor 

1005 Tahun 2014 

telntang harga 

selwa parkelr dan 

peltunjuk telknis 

pelngellolaan 

parkelr di geldung 

dan telmpat 

parkelr Kota 

Bandung bellum 

belrjalan optimal, 

karelna pelraturan 

dipahami olelh 

selluruh pelgawai 

BPPD Kota 

Bandung, keldua 

sumbelr daya 

yang sudah 

Pelnellitian ini 

melmbahas melngelnai 

Implelmelntasi 

kelbijakan 

pelngellolaan parkir 

belrdasarkan disposisi, 

komunikasi, sumbelr 

daya, dan struktur 

birokrasi dan lokasi 

pelnellitian juga 

belrbelda. 

                                                             
34Muhammad Iqbal, Op.cit, h.15-16. 
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kompelteln, keltiga 

disposisi 

pelgawai BPPD 

Kota Bandung 

tidak 

melmpelrbaharui 

stratelginya, dan 

kelelmpat struktur 

birokrasi bellum 

belrjalan delngan 

baik karelna 

masih kurangnya 

staf pelngellola 

pelmungutan 

parkelr.35 

2. Muh. 

Wahyudi 

Mokobomb

ang, Budi 

Seltiawati 

E Lfelktivitas 

Pelngellolaan 

Pelrpakiran 

Pada Kantor 

PD Parkir 

Makasar Raya 

Dalam Rangka 

Melningkatkan 

Pelndapatan 

Asli Daelrah 

Kota Makassar 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan 

bahwa 

Pelngellolaan 

reltribusi parkir 

sudah cukup 

baik teltapi 

bellum optimal, 

teltapi kontribusi 

reltribusi parkir 

telrhadap 

pelndapatan asli 

daelrah (PAD) 

celndelrung 

melngalami 

pelnurunan. Hal 

ini dikarelnakan 

masih 

ditelmukan 

belbelrapa 

kelndala yang 

melnghambat 

pelngellolaan 

reltribusi parkir 

yang dihadapi 

PD Parkir 

Makassar Raya 

telrutama dalam 

Pelnellitian ini lelbih 

melmbahas melngelnai 

bagaimana prosels 

pelngellolaan reltribusi 

parkir di Kota 

Makassar, melkanisme l 

pelmungutan, seltoran 

hingga tiba pada 

prosels pelnelrimaan 

melnjadi PAD yang 

belrmanfaat bagi 

pelmbangunan Kota 

Makassar dan lokasi 

pelnellitian yang 

belrbelda. 

                                                             
35Armidiana Asep Hidayat, Aris Munandar, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir 

Kota Bandung,” Pemikiran Administrasi Negara 10, no. 2 (2018): 73–86. 
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hal pelmungutan 

reltribusi 

pelrpakiran.36 

3. Vincelnt 

Kelvin 

Rumelngan

, Ismai 

Rachman, 

Nelni 

Kumayas 

Pelngellolaan 

Reltribusi 

Parkir Dalam 

Melningkatkan 

Pelndapat Asli 

Daelrah 

Kabupateln 

Minahasa 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan 

bahwa 

Pelngellolaan 

Reltribusi Parkir 

dalam 

melningkatkan 

pelndapatan asli 

daelrah 

Kabupateln 

Minahasa yang 

bellum 

dilaksanakan 

delngan baik 

yakni masih 

kurangnya 

sarana yang 

melmadai 

selhingga 

masyarakat 

banyak 

melngelluhkan 

telntang 

kelnyamanan dan 

kelamanan dalam 

belrparkir di arela 

telrminal 

Kawongan dan 

masyarakat 

melrisihkan 

melngelnai 

banyaknya juru 

parkir liar yang 

telrdapat di 

komplelks 

pelrtokoan yang 

melmpelrmainkan 

tariff dan tidak 

melmbelrikan 

Pelnellitian ini lelbih 

melmbahas melngelnai 

bagaimana 

pelngellolaan reltribusi 

parkir di Telrminal 

Kawangkoan dalam 

pelningkatan 

pelndapatan asli 

daelrah. Telori yang 

digunakan adalah telori 

fungsi dan lokasi 

pelnellitian juga 

belrbelda. 

                                                             
36Budi Setiawati Muh. Wahyudi Mokobombang, “Efektivitas Pengelolaan Perpakiran 

Pada Kantor PD Parkir Makasar Raya Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Makassar,” JASS 3, no. 2 (2022): 1–5. 
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tanda bukti 

parkir kelpada 

pelngguna jasa 

parkir, selhingga 

ada kelbocoran 

pelndapatan 

reltribusi parkir 

yang selharusnya 

masuk melnjadi 

Pelndapatan Asli 

Daelrah.37 

4. Baharudin 

Yusuf 

Pelngellolaan 

Lahan Parkir 

Kelndaraan 

Belrmotor di 

Pasar 

Banjarsari 

Olelh Unit 

Pellaksana 

Telknis Dinas 

Pelrhubungan 

Kelcamatan 

Banjarsari 

Kabupateln 

Ciamis 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan 

bahwa 

pelngellolaan 

telmpat parkir 

kelndaraan 

belrmotor di 

pasar Banjarsari 

kurang baik, 

delngan seldikit 

pelrhatian pada 

tahap 

pelrelncanaan, 

pelngorganisasia

n, pelngarahan, 

dan 

pelngawasan. 

Hal ini telrlihat 

dari kurangnya 

pelmahaman 

peltugas parkir 

telntang 

pelrelncanaan 

pelngellolaan 

parkir dan tidak 

adanya tahapan 

pelrelkrutan 

peltugas parkir di 

selkitar pasar.38 

Pelnellitian ini lelbih 

melmbahas melngelnai 

bagaimana 

pelngellolaan telmpat 

parkir kelndaraan 

belrmotor di pasar 

Banjarsari olelh unit 

pellaksana telknis dinas 

pelrhubungan dan 

hambatan yang 

dialami dalam 

pelngellolaan telmpat 

kelndaraan belrmotor 

dan lokasi pelnellitian 

juga belrbelda. 

                                                             
37Neni Kumayas Vincent Kevin Rumengan, Ismai Rachman, “Pengelolaan Retribusi 

Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa,” Jurusan Ilmu 

Pemerintahan 2, no. 5 (2020). 
38Baharudin Yusuf, “Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor Di Pasar Banjarsari 

Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis,” 

Unigal Repository 1, no. 1 (2021). 
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5. Selmdi J. 

E L. 

Sopbaba, 

Sugelng 

Rusmiwari

, Willy Tri 

Hardianto 

Implelmelntasi 

Kelbijakan 

Reltribusi 

Parkir 

Telrhadap PAD 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan 

bahwa reltribusi 

parkir di Kota 

Batu pada 3 

tahun telrakhir, 

yakni tahun 

2009 s/d 2011 

rata-rata 

melmbelrikan 

kontribusi 

selbelsar 1,49% 

telrhadap 

Pelndapatan Asli 

Daelrah (PAD) 

Kota Batu seltiap 

tahunnya. 

Delngan 

delmikian dapat 

dikatakan bahwa 

kontribusi yang 

dibelrikan 

reltribusi parkir 

telrhadap 

Pelndapatan Asli 

Daelrah Kota 

Batu masih 

sangat kurang, 

karelna masih 

dalam Rasio 

0,00 – 10,00%. 

Hasil telrselbut 

melngindikasika

n bahwa salah 

satu sumbelr 

pelnelrimaan 

daelrah di Kota 

Batu khususnya 

reltribusi parkir 

masih telrgolong 

kelcil dalam 

melmbelrikan 

Pelnellitian ini lelbih 

melmbahas melngelnai 

bagaimana kontribusi 

reltribusi parkir 

telrhadap Pelndapatan 

Asli Daelrah Kota Batu 

masih sangat kurang 

dalam 3 tahun telrakhir 

dan lokasi pelnellitian 

juga belrbelda. 
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kontribusi 

telrhadap PAD.39 

                                                             
39Willy Tri Hardianto Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, “Implementasi Kebijakan 

Retribusi Parkir Terhadap PAD,” Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 1, no. 2 (2012): 17–18. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pelnellitian ini belrsifat lapangan (Fielld Relselarch) yang belrlokasi di 

Kantor Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru, yang melnitik belratkan tugas 

kelpada Unit Pellaksana Telknis Daelrah Parkir yang belrselntuhan langsung 

delngan kelpelntingan masyarakat. Jelnis pelnellitian ini adalah belrdasarkan 

belbelrapa uraian singkat yang tellah pelnulis paparkan, maka jelnis pelnellitian 

yang akan dilakukan olelh pelnulis adalah pelnellitian hukum sosiologis, yaitu 

delngan cara mellakukan survely langsung kellapangan untuk melngumpulkan 

data primelr dan diselrtai delngan data selkundelr yang didapat langsung dari 

relspondeln mellalui. Obselrvasi, wawancara, dokumelntasi dan kajian pustaka 

untuk dijadikan data atau informasi se lbagai bahan dalam pelnulisan pelnellitian 

ini.40 

B. Lokasi Penelitian 

Pelnellitian lapangan ini belrlokasi di Dinas Pelrhubungan Kota 

Pelkanbaru dan di jalan Soelkarno Hatta di Pasar Pagi Arelngka 

Pelkanbaru.Karelna judul yang dibahas olelh pelnulis ini melncakup masalah 

pelnting bagi masyarakat Kota Pelkanbaru.Pelnulis melmilih lokasi ini karelna 

pelnulis dapat delngan mudah mellakukan obselrvasi dan wawancara telntang 

masalah. 

 

                                                             
40Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), 

h.133. 
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C. Sumber Data 

Sumbelr data adalah subjelk dimana data dapat dipelrolelh. 41 Data 

melrupakan salah satu unsur pelnting dalam melmbuat laporan. 

Sumbelr data dalam pelnellitian ini melliputi dua katelgori, yaitu: 

a. Sumbelr data primelr, yaitu data yang diambil langsung dari sumbelr data 

primelr atau sumbelr di lapangan.42 Relspondeln atau dari Kelpala UPTD 

Parkir Dinas Pelrhubungan, koordinator lapangan dan juru parkir di jalan 

Soelkarno Hatta di Pasar Pagi Are lngka Pelkanbaru. Selrta melngumpulkan 

informasi melngelnai hal-hal yang belrkaitan delngan pelnellitian. 

b. Data selkundelr, adalah sumbelr data yang tidak langsung me lmbelrikan data 

kelpada pelngumpul data, misalnya mellalui orang lain atau le lwat 

dokumeln.43 Dapat dipelrolelh selcara manual yaitu delngan melmbaca buku-

buku, pelraturan pelrundang-undangan atau pelrda yang elrat kaitannya 

delngan masalah yang se ldang ditelliti. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah ge lnelralisasi yang te lrdiri atas obje lk/subje lk 

yang melmpunyai kualitas dan karakte lristik telrtelntu yang dite ltapkan ole lh 

pelnelliti untuk dipe llajari dan kelmudian ditarik ke lsimpulannya. 44 Populasi 

dalam pelnellitian ini adalah orang yang telrlibat dalam pelnelrtiban layanan 

parkir di jaln Soe lkarno Hatta di Pasar Pagi Are lngka Pelkanbaru.Untuk data 

                                                             
41Suharsimi Arikunta, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114. 
42Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2015), 

h.128. 
43Sugeng Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: PT 

Alfabeta, 2016), h.225. 
44Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h.117. 
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populasi dari pihak pe lnelrtiban layanan parkir ini dikare lnakan tidak adanya 

data yang jellas di Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru, maka tidak dite lmukan 

jumlah pastinya. Namun, be lrdasarkan hasil obse lrvasi dilapangan dite lmukan 

jumlah populasi se lbanyak 13 orang yang te lrdiri dari 1 orang ke lpala Dinas, 1 

orang kelpala UPTD (unit pe llaksana telknis daelrah) Parkir, 1 orang koordinator 

lapangan dan 10 orang juru parkir. 

Sampell melrupakan selbagian dari populasi yang dapat me lwakili 

kelselluruhan objelk pelnellitian untuk me lmpelrmudah pelnelliti dalam me llakukan 

pelnellitian.45 Dari jumlah populasi pe lnulis melngambil sampell delngan telknik 

purposivel sampling yaitu te lknik pelngambilan sampe ll dimana pelnelliti 

melnelntukan delngan cara dipilih de lngan melmpelrtimbangkan ciri-ciri telrtelntu 

yang selsuai delngan tujuan pe lnellitian agar dapat me lnjawab pelrmasalahan 

pelnellitian. Sampe ll dalam pelnellitian ini adalah 1 orang Ke lpala UPTD Parkir 

Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru, 1 orang koordinator lapangan dan 5 

orang juru parkir di jalan Soelkarno Hatta di Pasar Pagi Are lngka Pelkanbaru. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pelngumpulan data melrupakan langkah yang paling stratelgis dalam 

pelnulisan, karelna tujuan utama dari pelnellitian adalah melndapatkan data.46 

Untuk melngumpulkan data dalam pelnellitian ini, pelnelliti melnggunakan telknik 

selbagai belrikut: 

 

                                                             
45Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

h.43. 
46Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 

h.224. 
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a. Obselrvasi 

Melrupakan selbuah telknik pelngumpulan data yang melngharuskan 

pelnelliti turun kel lapangan melngamati hal-hal yang belrkaitan delngan 

ruang, telmpat, pellaku, kelgiatan, belnda-belnda, waktu, pelristiwa, tujuan dan 

pelrasaan. 47  Untuk mendapatkan informasi tentang Penertiban Layanan 

Parkir Di Kota Pekanbaru, penulis me llakukan observasi di lapangan secara 

langsung di wilayah Kota Pekanbaru dengan mendatangi UPT perpakiran 

dan di Pasar Pagi Arelngka Pelkanbaru untuk memperoleh informasi dari     

kepala UPT perpakiran, pengawas lapangan, juru parkir, serta melakukan 

pengamatan terhadap penertiban yang dilakukan UPT perpakiran kepada 

juru parkir dan masyarakat dengan teguran maupun  pengawasan di dalam 

ruang milik jalam dan di luar ruang milik jalan. 

b. Wawancara 

Melrupakan telknik pelngumpulan data yang dilakukan mellalui tatap 

muka dan tanya jawab langsung antara pelngumpul data maupun pelnelliti 

telrhadap narasumbelr atau sumbelr data.48  Wawancara dilakukan delngan 

cara tanya jawab langsung sambil belrtatap muka antara pelwawancara 

delngan Kelpala UPTD Parkir Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru, 

koordinator juru parkir, dan juru parkir di jalan Soelkarno Hatta di Pasar 

Pagi ArelngkaPelkanbaru. Pelnulis mellakukan wawancara langsung guna 

                                                             
47M. Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), h.165. 
48Gorys Keraf, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa (Nusa Tenggara Timur: Nusa 

Indah, 1994), h.164. 
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mellelngkapi data yang dibutuhkan telntang pelnelrtiban layanan parkir di 

jalan Soelkarno Hatta Pasar Pagi Arelngka Pelkanbaru. 

c. Dokumelntasi 

Melrupakan selbagai sarana pelngingat yang disimpan dalam 

belrbagai belntuk maka dipelrlukan sistelm telmu kelmbali yang elfisieln dan 

elfelktif. Fungsi manaje lmeln arsip yang baik dipelrlukan selhingga prosels 

pelkelrjaan dapat belrlangsung delngan baik. Manajelmeln selbagai prosels 

untuk melncapai tujuan organisasi melmelrlukan dokumelntasi yang dapat 

melmbelrikan bantuannya bila dipe lrlukan. ELfisie ln disini maksudnya adalah 

suatu keladaan keltika pelnye llelsaian suatu pelkelrjaan dilaksanakan selcara 

telpat dan akurat tanpa melmbuang waktu, telnaga dan biaya. Adapun elfelktif 

maksudnya adalah suatu keladaan dalam melmilih cara dan pelralatan yang 

digunakan delngan telpat selhingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai 

delngan hasil yang me lmuaskan.49 

d. Study Pustaka 

Ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan 

perundang-undangan yang mendeskripsikan teori serta informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  

F. Teknik Analisis Data 

Telknik analisis data dalam pe lnellitian ini adalah delskriptif kualitatif. 

Delskriptif kualitatif adalah salah satu proseldur pelnellitian yang melnghasilkan 

data delskriptif yang melnggambarkan felnomelna atau fakta pelnellitian selcara 

                                                             
49A Nugrohoadhi, “Pengorganisasian Dokumen Dalam Kegiatan Kepustakawanan,” 

Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah 3, no. 1 (2015): 1–10. 
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apa adanya belrupa ucapan atau tulisan dari pellaku orang-orang yang 

diamati.50Meltodel pelnellitian kualitatif dianggap selsuai delngan pelnellitian ini 

karelna melnghasilkan data delskriptif yang melnggambarkan felnomelna yang 

dipellajari. 

                                                             
50Hartono, Metode Penelitian (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h.62. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil dari pelnellitian pelnulis di lapangan selrta pelmbahasan 

yang disampaikan di atas maka dapat diambil kelsimpulan bahwa: 

1. Upaya yang dilakukan olelh Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru dalam 

mellakukan upaya pelnelrtiban layana parkir belrdasarkan Pelraturan 

Walikota Pelkanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Telntang Pelnyellelnggaraan 

Pelrparkiran adalah kurang maksimal, dibuktikan delngan masih masifnya 

pellanggaran pelrparkiran. 

2. Faktor-faktor pelnghambat yang dihadapi olelh Dinas Pelrhubungan Kota 

Pelkanbaru dalam mellakukan pelnelrtiban layanan parkir adalah 

mellaksanakan tugas dan fungsinya delngan keltelrbatasan. Keltelrbatasan 

telrselbut adalah keltelrbatasan biaya, pelrsonil dan kuranya kelsadaran 

masyarakat selrta sanksi yang ringan. Akibat dari hambatan telrselbut, 

melmbuat uapaya pelnelrtiban layanan parkir olelh Dinas Pelrhungan Kota 

Pelkanbaru tidak belrjalan selcara maksimal. 

3. Tinjauan fiqh siyasah telrhadap pelnelrtiban layanan parkir yang dilakukan 

olelh Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru sudah selsuai, namun bellum 

belrjalan selcara maksimal. Selbellum melnelntukan langkah stratelgis dalam 

melnelrtibkan layanan parkir pelrtama melsti dilakukan analis, dan 

melnelntukan meltodel yang telpat untuk melngatasi pelrsoalan-pelrsoalan 

buruknya pellayanan suatu pelrparkiran dalam suatu kota atau daelrah, 
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selhingga usaha dan upaya pelnelrtiban pellayanan parkir telrselbut belrjalan 

delngan baik. 

B. SARAN 

1. Diharapkan kelpada Dinas Pelrhungan Kota Pelkanbaru melmbuat 

Pelnyeldiaan kantong parkir khusus di lokasi stratelgis untuk melngurangi 

parkir di badan jalan. 

2. Diharapkan kelpada Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru untuk mellakukan  

Sosialisasi dan eldukasi kelpada masyarakat melngelnai tarif relsmi dan hak 

atas pellayanan parkir yang layak. 

3. Diharapkan kelpada Dinas Pelrhubungan Kota Pelkanbaru untukPelnelgakan 

hukum yang konsisteln telrhadap juru parkir ilelgal dan parkir selmbarangan. 

4. Diharapkan kelpada masyarakat kota Pelkanbaru untuk tumbuh kelsadaran 

agar tidak parkir se lmbarangan. 
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